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SALINAN PENETAPAN
Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Kdr

e BEe Y =
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak
antara:

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat
kediaman di, Kota Kediri, sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat
kediaman di, Kota Kediri, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Mei 2015
telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 04 Mei 2015,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, pemohon telah melangsungkan pernikahan
dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
0540/37/VII1/2013 tanggal 23 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Perum Candra Kirana U-3
Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1
orang anak yang bernama perempuan, umur 10 bulan, sampai saat ini, anak-anak
tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan
rukun, namun sejak Juli 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah

karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan
karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan,
selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan
keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Nopember
2015 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
selama 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama
mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga
Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun
Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga,
namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak tidak
sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan
perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri
perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat
menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan
bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab;

10.Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian
perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi
untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya
pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (dr. H. M. Taufik, Sp.OG.,M.Kes. bin H. Mansyur)
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang
Pengadilan Agama Kediri;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
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Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut
hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon dan
Termohon hadir sendiri di muka sidang dan Majelis telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir pada hari sidang tersebut,
maka sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi.
Setelah Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut, lalu Pemohon dan
Termohon sepakat memilih Drs. H. Imam Syafi’i, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama
Kediri) sebagai mediator atas perkara Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 27 Mei 2015 telah
memberitahukanan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan setelah Pemohon dan Termohon
menempuh mediasi, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang dan Majelis
kembali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut, Pemohon menyatakan bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah melakukan musyawarah dan masing-masing masih ingin
rukun lagi, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0220/Pdt.G/2015/
PA .Kdr tanggal 04 Mei 2015;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara

pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi akan disampaikan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon

untuk menempuh mediasi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator, Drs. H. Imam Syafi’i,
S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri) bertanggal 27 Mei 2015, mediasi telah
gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Juni 2015, Pemohon
menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan musyawarah dan
masing-masing masih ingin rukun lagi, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi
jawaban dari Termohon, maka berdasarkan pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut
tidak perlu meminta persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan
selanjutnya Majelis memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

Menimbang, berdasarkan pasal 272 RV bahwa pihak yang mencabut
permohonannya berkewajiban membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk
membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang

berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Kdr dari
Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register
perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 M bertepatan dengan
tanggal 16 Syakban 1436 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim
Ketua, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
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HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANT]I

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN

Ttd.

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.
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Oleh
Panitera,

6.000,00 Drs. H. Dulloh, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:
1. Pendaftaran Rp 30.000,00(Untuk Salinan yang san
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
Rp 200.000,00
3. Biaya Panggilan
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp
Rp 291.000,00
Jumlah

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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